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Standar Operasional Prosedur Perolehan Suara Sah Partai 

Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat 

Kabupaten Sanggau Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sanggau;   

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2011  Nomor  8  Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
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1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6177); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

pemendagri nomor 78 tahun 2020 Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, 

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
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KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826);  

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai 

(Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 

11); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH 

PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI 

POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SANGGAU  

KESATU :  Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan 

Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi 

Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

KEDUA :       Standar Operasional Prosedur dalam rangka Penetapan 

Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi 

Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau 

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU 

merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sanggau untuk Penetapan Perolehan Suara 

Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik 

Tingkat Kabupaten Sanggau. 

 

 

 

 

 

 






















